BAB IV

ANALISIS SADD AL-DHARI'AH TERHADAP DAMPAK GADAI EMAS
TANPA SURAT/NOTA PEMBELIAN DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH
KOMPLEKS PASAR PAKIS SURABAYA

A. Analisis Praktik Gadai Emas Tanpa Surat/Nota Pembelian Serta Dampak yang
Ditimbulkan di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya
Pembahasan gadai emas di lingkungan lembaga keuangan syariah bukanlah

hal yang asing lagi, apalagi di sebuah lembaga seperti pegadaian. Gadai emas
merupakan produk yang paling banyak dicari karena liquiditas yang hampir 0%
sebab itulah banyak lembaga keuangan yang menjadikan gadai emas sebagai
produk unggulan. Dalam praktiknya gadai emas di lembaga keuangan syariah
mempunyai syarat dan ketentuan yang telah diatur, tak hanya dari hukum positif
(UU, peraturan BI serta Fatwa DSN) sendiri bahkan dalam hukum Islam pun juga
mencantumkan tata cara dalam melaksanakan akad gadai, karena menyangkut
gadai emas yang berbasis syariah maka Hukum Islam tak boleh diindahkan.

Dalam perkembangannya pegadaian syariah yang mulai diresmikan pada
tahun 2003 di Jakarta memiliki payung hukum sendiri selain diawasi langsung
oleh PERSERO Pegadaian, Pegadaian Syariahpun juga di bawah naungan MUI
maka Fatwa DSN menjadi salah satu acuan praktik perbankan serta diawasi pula
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meskipun melaksanakan praktik gadai emas
yang tercantum pula ketentuannya dalam Peraturan BI (no 10/17/PBI/2008), dan
Surat edaran BI (no 10/31/DPBS/2008 dan no 14/7/DPBS/2012) namun untuk

Pegadaian Syariah hanya Fatwa DSN yang dijadikan landasan.
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Mengingat dari landasan hukum yang dijadikan landasan praktik gadai emas
pada pegadaian Syariah, maka ketentuannyapun harus sesuai dengan Fatwa DSN
dan hukum islam.

Seperti halnya praktik gadai emas di Unit Pegadaian Syariah kompleks Pasar
Pakis Jalan Padmosusastro no. 40 B yang berdiri sejak bulan April 2010 serta
merupakan salah satu pegadaian Syariah yang ada di Surabaya dalam praktiknya
untuk melakukan transaksi gadai emas, nasabah tidak perlu menunjukan surat/nota
pembelian sebagai bukti kepemilikan dari emas yang digadaikan, pihak
pegadaianpun dari awal tidak meminta untuk menunjukan surat/nota pembelian
sebagai bukti kepemilikan dimana terlihat dari prosedur dalam transaksi gadai
emas pada BAB III dalam penelitian ini, yaitu:

Masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya ( emas, berlian,
kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal.
Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut
yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa
simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad
dengan kesepakatan jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan
selama maksimum empat bulan dan jika belum mampu membayar dapat
diperpanjang selama empat bulan lagisampai nasabah dapat membayar , nasabah
bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- ( sembilan puluh rupiah ) dari
kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat
melunasi pinjaman, dan membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan

oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.
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Pada BAB ini penulis bermaksud menguraikan seluruh dampak yang bisa
terjadi jika melakukan gadai emas dengan tanpa menyerahkan surat/nota
pembelian emas sebagai bukti kepemilikan emas.

Hal ini dapat berdampak buruk dimana jika emas yang dijadikan marhun
bukanlah milik rahin baik itu barang tanggungan dari orang lain, pinjaman atau
bahkan barang curian. Pada kasus yang pertama, jika emas merupakan barang
tanggungan dari orang lain. Semisal emas itu hasil gadaian dari rekan atau
sahabat, maka seperti dalam Fawa DSN bahwa murtahin tidak berhak
menggunakan barang gadaian tanpa persetujuan pemilik maka hal tersebut jika
dilakukan maka transaksi yang dilakukan tidak sah karena di dalamnya pun juga
tidak ada saling keridhoan dan saling menguntungkan seperti yang disampaikan
Wahbah Zuhaily dalam kitabnya Figh islah wa adillatuhu bahwa seseorang boleh
menggadaikan barang milik orang lain atas seizinnya. Jika seseorang tidak
memiliki kewenangan atas barang yang ia gadaikan dan ia menyerahkannya
kepada murtahin, maka berarti ia telah melakuakan tindakan pelanggaran. Jika
pemilik barang mengijinkan dan mengesahkannya maka akad rahn itu sah, namun
jika tidak maka tidak sah'. Begitu pula jika barang yang ia terima sebagai gadaian
justru ia gadaikan sendiri sebagai jaminan utang pribadinya atas seijin pemilik
barang tersebut maka pergadaian batal. Hukumnya sama dengan menggadaikan
barang pinjaman untuk digadaikan’.

Kemudian pada kasus yang kedua jika emas yang digadaikan merupakan

barang pinjaman entah dari keluarga ataupun teman, tidak menjadi masalah jika

! Wahbah Zuhaili, Figih Islam wa adillatuhu. .., 168.
* Ibid, 171.
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dalam peminjamannya dengan kekeluargaan/ dalam kondisi yang baik namun jika
dalam peminjamannya calon rahin memaksa untuk dapat dipinjamkan emas maka
hal itu dapat dipidanakan dengan modus perampasan.

Selanjutnya pada kasus yang ketiga jika barang yang digadaikan merupakan
barang curian maka bukan hanya melanggar syarat dan rukun gadai namun juga
sudah masuk pada ranah hukum pidana tentang pencurian dan pihak pegadaianpun
juga dapat dituduh sebagai penadah sesuai pada pasal 480 KUHP dimana dapat
“diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar,
menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau
menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga
bahwa diperoleh dari kejahatan penadah”.’

Bahkan untuk akad rahn yang dilakukan oleh pihak wali, baik ayah, kakek
atau washi (pengasuh dan pengelola harta anak yatim) juga tidak sah kecuali
adanya kondisi darurat atau terpaksa. Kondisi terpaksa seperti menggadaikan
brang si anak untuk mendapatkan pinjaman utang untuk memenuhi kebutuhan
pokoknya, sedangkan penebusan barang yang digadaikan tersebut menunggu
pembayaran utang atau menunggu lakunnya barang dagangan yang waktu itu
belum laku. Kemaslahatan bagi si anak adalah seperti pihak wali si anak
menggadaikan barang milik si anak yang bernilai seratus umpamanya sebagai
jaminan harga pembelian barang yang ia beli dengan harga seratus tidak secara

tunai, sementara barang itu bernilai dua ratus tunai. Juga seperti pihak wali si anak

> KUHPBAB XXX pasal 480 tentang Penadah.
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menerima gadai sebagai jaminan harga barang si anak yang dijual tidak secara
tunaikarena adanya kemashlahatan yang nyata. Namun jika wali menggadaikan
barang si anak, maka harus menggadaikannya kepada orang yang jujur dan dapat
dipercaya, memiliki kondisi ekonomi yang lapang, mempersaksikan penggadaian
tersebut dan tempo yang ditentukan haruslah pendek, tidak terlalu lama menurut
kebiasaan. Jika salah satu syarat —syarat ini tidak terpenuhi, maka rahn yang
dilakukan tidak sah. Pihak wali tidak boleh menggadaikan harta si anak sebagai
jaminan utang pribadi si wali sendiri kepada orang lain, bukan utang untuk
kepentingan si anak. Karena hal itu tidak memberikan kemashlahatan bagi si anak.

Dari contoh beberapa kasus di atas diketahui beberapa dampak negatif yang
menimbulkan batalnya akad dari ketidakbutuhan Pegadaian dalam penunjukan
bukti kepemilikan nasabah terhadap emas. Sudah dibahas pada BAB II dalam
penelitian ini bahwa:

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan

(marhun) oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

1) Dapat diserahterimakan.
2) Bermanfaat.
3) Milik rahin (orang yang menggadaikan).
4) Jelas.
5) Tidak bersatu dengan harta lain Dikuasai oleh rahin.
6) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
Kemudian jika barang gadaian dalam hal ini emas bukanlah milik rahin

maka menurut hukum islam akad gadai yang dilakukan tidak sah. Namun
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bagaimana jika rahin memang sengaja menggadaikan barang yang bukan miliknya
dan tidak diketahui oleh murtahin. Maka sewaktu-waktu jika dalam kondisi yang
seperti itu maka pihak murtahin /pegadaian tidak luput dari dampak negatif yang
ditimbulkan seperti yang telah terurai di atas. Seperti jika barang gadaian nya
adalah barang curian maka pihak pegadaian /murtahin dapat pula disinyalir
sebagai penadah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dampak yang timbul terhadap
murtahinpun juga muncul.

Kemudian menurut pihak pegadaian pernah beberapa kali terjadi kasus yang
berkaitan dengan aparat hukum. kemudian, beliau menyatakan jika terjadi
Penipuan maka pemilik marhin yang sah dapat mengambil dengan membayar
pokonya saja. Apabila terjadi Pencurian, perampokan dan lain-lain yang sifatnya
merebut dari kepemilikan yang sah maka bertindak sesuai amar putusan dari
pengadilan. *

Dalam uraian di atas nampak kemudharatan yang muncul khusunya pada
pihak pegadaian. Pada pernyataan pertama, bahwa jika dalam penipuan maka
pemilik sah marhun dapat mengambil barang dengan membayar pokok marhun bih
maka dalam hal ini pihak pegadaian tidak mendapatkan upah apapun dalam
pemeliharaan marhun dan pemilik sah marhunpun harus rela merogoh kocek demi
mendapatkan kembali barangnya. Selanjutnya pada pernyataan kedua bahwa jika
marhun merupakan barang curian maka seluruh keputusan disandarkan pada amar
putusan pengadilan dan dalam hal ini pegadaian menjadi saksi. Kemudian apabila

dalam amar putusannya menerangkan bahwa marhun harus diserahkan kepada

* Achmad Zainudin, wawancara, 13 Juli 2015 Pukul 10:30
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pemilik sah barang tanpa biaya sepeserpun maka jelas bahwa pihak pegadaian
mendapatkan kerugian.

Jika kita telusuri lebih mendalam dalam Fatwa MUI tidak terdapat syarat
dan rukun gadai namun jelas dalam islam bahwa tanpa barang sah yang dimiliki
rahin untuk dijadikann anggunan maka hal tersebut tidak sah.’

Terdapat pula sisi positif dalam transaksi gadai emas tanpa bukti
kepemilikan yang mana gadai emas di Pegadaian syariah memiliki prinsip proses
mudah praktis dan cepat, berbeda pada Lembaga Keuangan Syariah dimana untuk
mencairkan marhun bih harus menyerahkan KSK, KTP, Slip gaji, slip pembayaran
rekening listrik dan harus menjadi nasabah pada lembaga keuangan yang dituju
yang dirasa itu terlalu rumit, karena nasabah di pegadaian Syariah mayoritas
golongan menengah kebawah jadi lebih memilih yang praktis.

B. Analisis Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Dampak Gadai Emas Tanpa Surat/Nota
Pembelian Di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya

Setelah penulis jelaskan mengenai praktik gadai emas tanpa surat/nota
pembelian di Unit Pegadain Syariah Kompleks Pasar Pakis. Pada bagian akhir bab
ini akan dijelaskan analisis sadd al- dhari”ah terhadap gadai emas tanpa surat/nota
pembelian.

Karena jangkauan ini hanya pada wilayah Dhari’ah yang dilarang saja, maka
penulis lebih cenderung pada definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim seperti
dikutip oleh Wahbah Zuhaily, yaitu:

s o &by A o

Dhari”ah adalah segala hal yang merupakan media atau jalan menuju sesuatu.’

> Syarat dan rukun gadai “ Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain”.
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Jadi, jika media itu membawa kepada kemaslahatan, maka ia dituntut oleh
syara’, dan jika media itu membawa kepada kerusakan (mafsadah), maka ia
dilarang.’

Yang mana dijelaskan oleh kaidah fighiyah bahwa:

03 5l

Kemudharatan harus dihilangkan®
Dan kaidah terakhir ini bersandar pada sabda Nabi saw:

Ioma¥5 50y
Janganlah mencelakakan dan janganlahpula minta dicelakakan.’

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan
magqdashid al-syari’ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan
kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah
mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di
atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh

dari materi fikih yang ada.

o ° - e < }9/
Al s e 3 i o3

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan
(maslahah)”."

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah
turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena

itulah, sadd al-dhari’ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa

% Wahbah Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding ...,197.

" 1bid, 97.

¥ A. Djazuli, Kaidah-kaidah Figh, (Jakarta: Kencana, 2006), 67.

° Hamzah Ya’qub, Pengantar Ilmu Syari’ah, ( Bandung: CV Diponegoro, 1995), 114.
' A. Djazuli, Kaidah-kaidah Figh..., 164.
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dipahami, karena dalam sadd al-dhari’ah terdapat unsur mafsadah yang harus

dihindari.

Pada dasarnya, gadai emas dengan tanpa surat atau nota pembelian boleh,
karena bersifat kepercayaan serta lebih cepat dan praktis dari Unit Pegadaian
Syariah Kompleks Pasar Pakis kepada nasabah.

Dalam transaksi ini juga terdapat kemaslahatan dimana pihak pegadaian
Syariah Pasar Pakis membutuhkan nasabah dalam mengalokasikan dananya agar
tidak mengendap. Nasabah mendapat keuntungan dengan pencairan dana dengan
persyaratan yang tidak memberatkan pada pengusaha kecil dengan tingkat rata-
rata perekonomian menengah kebawah.

Akan tetapi melihat dampak yang timbul entah kepada pihak murtahin
(pegadaian) atau kepada pihak-pihak yang lain (baik kepada Rahin ataupun
pemilik sah marhun) hingga pada batalnya akad yaitu:

Mourtahin (Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya)

a. Dapat dituding sebagai penadah.

b. Resiko bisnis yang besar jika dalam putusan pengadilan, pegadaian harus
menyerahkan dengan percuma.

c. Jika menyebar kepada masyarakat tentang pegadaian syariah yang menerima
emas curian maka bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah teradap
pegadaian.

Rahin (nasabah)

a. Dapat dipenjara karena melakukan tindak pidana.

b. Banyak orang yang tidak percaya dengan si rahin.

Orang lain (pemilik sah marhun)
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a. Kehilangan barang sah kepemilikan.
b. Harus membayar untuk mengambil kembali hak miliknya.

Secara umum dapat Memudahkan nasabah yang tidak baik untuk melakukan
kejahatan dan batalnya akad yang mana jika akad batal maka dampak yang
timbulpun makin besar.

Dikarenakan dalam suatu perjanjian ada tanggung jawab yang mengikat
kedua belah pihak. Islam sendiri mempunyai koridor yang jelas dalam suatu
transaksi ekonomi islam, bahwa suatu transaksi tidak boleh merugikan salah satu
pihak seperti yang tertera dalam Firman Allah SWT telah menerangkan dalam
surat Al- Baqarah ayat 279 yang berbunyi :

deo
4 2

-
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Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah,

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan
tidak (pula) dianiaya."'

Hukum terhadap gadai emas tanpa surat/nota pembelian adalah boleh,

Namun, dalam praktik yang terjadi dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih

besar daripada dampak positifnya yang menjadikan dilarang.

Sebagaimana kaidah yang berlaku:

P P OV e Y 4. 2

Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan
adalah dilarang.'?

" Departemen Agama RI, A/-Quran dan ..., 66.
2 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Figh..., 78.
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Dari uraian di atas maka prinsip kehati-hatian merupakan cermin dari sadd
al-dhari’ah. Analisis sadd al-dhari’ah digunakan oleh penulis untuk menelaah
mengenai gadai emas tanpa surat/nota pembelian yang berdampak madharat bagi
pegadaian sendiri maupun kepada orang lain yang berhubungan.

Dari tinjavan sadd al-dhari’ah mengenai gadai emas tanpa surat/nota
pembelian yang berdampak kemadharatan maka permasalahan tersebut memang
pantas untuk ditutup, karena dalam permasalahan ini sudah termasuk salah satu
dari empat macam-macam sadd al-dhari’ah yang dikemukakan oleh Imam Syatibi,
yaitu perbuatan itu yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung
maslahat, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada
kemafsadatan. Hal inilah yang menyebabkan gadai emas tanpa surat/nota

pembelian itu dilarang.



